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P U T U S A N

Nomor 571/Pdt.G/2017/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai

gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara :

        Penggugat  , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah

tangga,  tempat  kediaman  di  Kecamatan  Monta

Kabupaten  Bima,  selanjutnya  disebut  sebagai

"Penggugat";

Melawan

       Tergugat  , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

kediaman  di  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima,

selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal  04 Mei 2017

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 571/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 04 Mei

2017  dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa,  pada  tanggal  22  Februari  2010,  Penggugat dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/12/III/2010 tanggal 18 Maret 2010) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  angkat  Penggugat  di  Desa  Tolotangga
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Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah di

rumah orang tua kandung Penggugat di Desa Sakuru Kecamatan Monta

Kabupaten Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat

dengan  Tergugat  telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  isteri

namun belum dikaruniai  keturunan, 

3. Bahwa  kurang  lebih  sejak  bulan  Juli  2015  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat

sudah menikah lagi ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

tersebut  terjadi kurang lebih pada bulan November 2016 yang akibatnya

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak itu pula antara Penggugat

dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang.  Selama  itu

Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan

lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Bima  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair :
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Dan  atau  menjatuhkan  putusan  lain  yang  seadil-adilnya  berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat  telah

datang  menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  menghadap

sebagai  wakil/kuasa hukumnya meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  yang

relaas panggilannya Nomor 571/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 12  Mei 2017  dan

tanggal 26  Mei 2017  Tergugat telah dipanggil secara resmi  dan patut  oleh

Jurusita   Pengganti   Pengadilan  Agama  Bima   ternyata   tidak  hadir   di

persidangan  dan ketidak hadirannya  tanpa alasan  yang sah  menurut hukum; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa : 

A. Surat :  

1. Fotokopi   Keterangan   Domisili  Nomor  475/443/V/2017,  tanggal  3  Mei

2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakuru Kec.Monta  Kabupaten

Bima kemudian fotokopi alat bukti tersebut,  oleh Hakim Ketua diberi kode

( P-1 ) dan diparaf ;

2. Fotokopi   Kutipan Akta Nikah Nomor 50/12/III/2010, tanggal   18  Maret

201   2008,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Monta, Kabupaten  Bima,  bukti  surat  tersebut  diberi  meterai  cukup dan

telah  dinazegelen  serta  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,   kemudian

fotokopi  alat  bukti  tersebut   oleh Hakim Ketua diberi  kode (  P-2 )  dan

diparaf;

B.Saksi
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1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  urusan

rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima

di bawah sumpahnya  memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah sepupu 2 kali Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat  adalah suami istri  sah namun

belum dikaruniai   anak; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

orang tua angkat   Penggugat  di Desa Tolotangga selama 3 tahun ;

- Bahwa saksi meliha Penggugat dan tergugat bertengkar;

- Keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis  lagi   karena sering  berselisih  dan  bertengkar disebabkan

Tergugat sudah menikah lagi dengan orang Tente dan orang Kumbe ;

- Bahwa Pengggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal  sudah ±

1 tahun yang lalu dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa  Penggugat  sudah  pernah  diupayakan  damai  namun  tidak

berhasil ;

2 Saksi  II,  umur  30 tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  urusan

rumah tangga, bertempat tinggal  di, Kecamatan  Monta, Kabupaten Bima, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat  adalah suami istri  sah namun

belum dikaruniai   anak; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

orang tua angkat   Penggugat  di Desa Tolotangga selama 3 tahun ;

- Keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis  lagi   karena sering  berselisih  dan  bertengkar disebabkan

Tergugat sudah dua kali menikah ;

- Bahwa Pengggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal  sudah ±

1 tahun yang lalu dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa  Penggugat  sudah  pernah  diupayakan  damai  namun  tidak

berhasil ;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi  tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya  Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat Penggugat

P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah

bermeterai  cukup.  Oleh  karenanya  harus  dinyatakan  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  alat  bukti  surat  sebagaimana  maksud

Pasal   Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai,  sehingga  bukti-bukti  tersebut  dapat

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh

karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten

Bima, maka sesuai  Pasal  73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  cerai  gugat,  terlebih  dahulu

dipertimbangkan  bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  berhubungan

dalam hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana sesuai pula dengan alat

bukti  surat  P.2 yang merupakan  akta  otentik  dengan nilai  pembuktian  yang

sempurna,  maka  harus  dinyatakan  telah  terbukti  bahwa  antara  Penggugat

dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 22 Pebruari   2010;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dalil  gugatannya  tersebut

Penggugat  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi, yang  mana  di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan

alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan

saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal

171,  307,308,309  R.Bg.,  oleh  karena  keterangan  saksi-saksi  tersebut

didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  berupa  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

berakibat  pisah   tempat   tinggal,  dan  saling  berkesesuaian  serta  saling

mendukung   satu   sama   lain,   maka   kesaksian   telah  memenuhi  unsur

kesaksian, oleh karenanya  kesaksian   tersebut  dapat diterima  dan  dijadikan

sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti  tersebut  di atas, Majelis

Hakim  telah menemukan  fakta  dalam persidangan  ini yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terkait dalam perkawinan yang sah;

2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

karena sering  terjadi perselisihan  dan pertengkaran disebabkan Tergugat

sudah dua kali menikah yaitu dengan orang tented an orang Kumbe;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah ± 1

tahun yang lalu dan Tergugat pergi meninggalkan hingga sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk dirukunkan kembali

namun tidak berhasil.  
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            Menimbang, bahwa atas fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim

akan mempertimbangkan sebagai berikut;

     Menimbang, bahwa  berdasarkan  fakta di atas  terbukti Penggugat dan

Tergugat  sebagai  suami  istri   yang  sah,  sehingga  Penggugat  dinyatakan

berkualitas untuk bertindak  sebagai pihak dalam perkara ini;

   Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum  antara Penggugat

dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka menjadi logis  permohonan

yang diajukan oleh Penggugat,  karena menurut logika hukum tidak mungkin

ada permohonan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya; 

 Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah

rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1)

dan (2)  Kompilasi  Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut

memerintahkan  bahwa  suami  istri  harus  mempunyai  kediaman  yang  tetap,

maksudnya kehidupan suami istri  yang bertujuan membentuk keluarga yang

bahagia  haruslah  berada  dalam  satu  rumah.  Apabila  salah  seorang

meninggalkan atau keluar  dari  kediaman bersama sehingga suami  dan istri

tidak  berada  dalam  satu  rumah  tanpa  sebab  atau  alasan  yang  dapat

dibenarkan,  maka  keadaan  tersebut  merupakan  indikasi  telah  terjadi

disharmonis dalam keluarga tersebut   

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  yang telah  terbukti  dapat

disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat

melaksanakan  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  rumah  tangga  dimana

Tergugat  sudah  tidak  memberikan  nafkah  Penggugat  dan  bahkan  telah

menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan oleh karenanya

tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan

dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فإَنِْ خِفْتمُْ الَ يقُِيمَْا حُدوُدَْ اللهِ فلََ جُناَحَ علَيَهْمَِا فيِمَا
.افتْدَتَْ بهِ

Artinya:  ”Apabila  menurut  pertimbangan kamu sekalian  bahwa antara suami

istri  tidak  mungkin  lagi  dapat  menegakkan  hukum-hukum  Allah
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(mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka

tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan  dalam  satu  rumah  tangga  (broken  marriage)  sehingga

mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud

dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat

Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda bahwa sesuatu

yang  halal  namun  sangat  dibenci  Allah  SWT.  adalah  perceraian,  ini

mengisyaratkan  wajibnya  mempertahankan  keutuhan  rumah tangga.  Namun

demikian dalam hal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah

tidak  harmonis  dan  tidak  mungkin  disatukan  lagi  tersebut,  apabila

dipertahankan justru akan membawa dampak negatif yang lebih besar terhadap

kedua  belah  pihak  atau  setidak  tidaknya  terhadap  pihak  Penggugat,  maka

perceraian dapat dibenarkan.  Hal ini  sejalan dengan pendapat pakar hukum

Islam  Musthofa  As  Siba’i.  sebagaimana  tersebut  dalam  kitab  Al  Mar’atu

Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih

menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang

menyatakan:  ”Dan  tidak  ada  manfaatnya  yang  dapat  diharapkan  dalam

mengumpulkan dua manusia yang saling benci  membenci  dan terlepas dari

masalah  apakah  sebab-sebab  terjadinya  pertengkaran  ini  besar  atau  kecil,

namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah

tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka

pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh

ketenangan dan kedamaian”. 

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  juga  telah  pula  memenuhi

norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman

290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :
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فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو

اعتراف الزوج، وكان اليذاء مما ل يطاق معه دوام

العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلح بينهما

طلقها طلقة بائنة
Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan

isteri  atau  karena  pengakuan  suami,  sedangkan  hubungan  suami

isteri  tidak  dapat  lagi  diteruskan  karena  perbuatan  suami  yang

menyakitkan,  dan Pengadilan  tidak  mampu mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

                Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan

tersebut  Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain  menyatakan,

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

untuk dapat hidup rukun kembali,  maka rumah tangga yang seperti  itu telah

terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal

19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  fakta  hukum  tersebut  telah

memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf  f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf f  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  84  Undang-undang  Nomor  7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  Panitera  Pengadilan  Agama  Bima

diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
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Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang,  tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat  secara    verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  (Rahimudin  bin Muhamad )

terhadap  Penggugat   (Hartati   binti Muhamad) ;

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Bima  untuk  mengirimkan

salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai

Pencatat  Nikah Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Monta Kabupaten

Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.     

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 541.000,- ( lima ratus empat  puluh satu  ribu  rupiah ).       

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Jum’at  tanggal   2  Juni  2017  Masehi,  bertepatan

tanggal  16  Rajab 1439  Hijriah,  oleh  kami  Lutfi  Muslih,  S.Ag.,  M.A. sebagai

Ketua  Majelis,  Drs.  Mohammad  Agus  Sofwan  Hadi   dan   Muhamad  Isna

Wahyudi, S.H.I.,M.S.I,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

pada hari  itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Maryam, BA.  sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

                   Hakim Anggota,        Ketua Majelis,
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  Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi            Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,                 

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I.,      

                       

                                                                  Panitera

Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :      

1. Pendaftaran    : Rp. 30.000,-

2. Proses      : Rp. 50.000,-

3. Panggilan        : Rp.  550.000 ,-

4. Redaksi                    : Rp. 5.000,- 

5.   Meterai                          :       Rp.          6.000,-  

   Jumlah Rp.  641.000,-

                             ( enam ratus empat puluh satu ribu  rupiah ).
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